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Abstrak : Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tanggga yang 
terjadi di Kota Jayapura,  yaitu: faktor budaya, faktor ekonomi, faktor 
minuman keras (miras), faktor perselingkuhan, terdesak, tersiksa dan 
terpaksa. (2) Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah 
tangga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 
Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23 Tahun 2004). Rekomendasi 
penelitian yaitu : (1) Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi 
para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan 
dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri; (2) Dengan 
adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat 
memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas 
penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam 
menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga 
dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan 
suami. 
 





Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan 
dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan 
perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan 
organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting 
yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. 
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Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu 
kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini 
ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar 
semua anggota/individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis 
apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan tidak 
adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan 
(fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut 
disharmonis apabila terjadi sebaliknya.  
Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua 
dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah 
tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik 
dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua 
keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana 
cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. 
Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya 
masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka 
setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu 
menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap 
anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. 
Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota 
keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar 
permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan 
anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, 
apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin 
sering terjadi dalam keluarga.  
Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, 
hentakan-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan 
makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku 
seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. 
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Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) yang diartikan  setiap perbuatan terhadap seseorang 
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah 
tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 
tangga. 
Dari uraian tersebut, penulis akan mengkaji faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Serta upaya 
perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
di Kota Jayapura. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Gambaran Umum Kondisi  Kota Jayapura 
Kota Jayapura telah sejak lama bersentuhan dengan dunia luar. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya orang-orang yang pernah singgah di Tanah 
Papua seperti seseorang berbangsa Spanyol bernama Ynico Ortis De Fretes. 
Dengan kapalnya yang bernama "San Juan", Ynico berlayar pada tanggal 16 
Mei 1545 dari Tidore ke Meksiko. Dalam perjalanan tersebut, rombongan 
Ynico tiba di sekitar muara sungai Mamberamo pada tanggal 16 Juni 1545 
memberikan nama "Nova Guinea" kepada tanah Papua.  
Kata "Hollandia" berasal dari "Hol" = lengkung; teluk, "land" = tanah; 
tempat. Jadi Hollandia artinya tanah yang melengkung atau tanah / tempat 
yang berteluk. Negeri Belanda atau Holland atau Nederland - geografinya 
Kota Jayapura hampir sama dengan garis pantai utara negeri Belanda itu. 
Kondisi alam yang lekuk-lekuk inilah yang mengilhami Kapten Sachse untuk 
mencetuskan nama Hollandia - Kotabaru - Sukarnopura - Jayapura. 
Kota Jayapura memiliki luas 940 Km2 (0.23 % dari luas daratan 
Provinsi Papua), terletak di tepian Teluk Humbolt atau Yos Sudarso pada 
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ketinggian 0 - < 700 m di atas permukaan laut (dpl).  Kota Jayapura 
berbatasan dengan: 
• Sebelah Utara         : Lautan Pasifik 
• Sebelah Selatan      : Kabupaten Keerom 
• Sebelah Timur         : Negara Papua New Guinea 
• Sebelah Barat          : Distrik Rafenirara Kabupaten Jayapura 
Secara geografis Kota Jayapura berada pada posisi antara 130o-141 o 
Bujur Timur dan 1o27’-3o49’ Lintang Selatan. Secara topografi Kota yang 
berdiri sejak tanggal 21 September 1993 berdasarkan UU No.6 Tahun 1993 
ini, memiliki topografi yang relatif bervariasi yang terdiri dari dataran rendah 
dan pesisir pantai serta daerah perbukitan dan gunung-gunung. 
Kota Jayapura beriklim tropis basah dengan suhu minimum 29oC dan 
maksimum 31,8oC, curah hujan rata-rata 146 mm/ht. Kelembaban udara 
rata-rata 80,42 %. Variasi curah hujan antara 45-255 mm/th dengan jumlah 
hari hujan rata-rata bervariasi antara 148-175 hari hujan per tahun. Suhu 
tara-rata 29oC-31,8oC, musim hujan dan musim kemarau tidak teratur. 
Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79% - 81% di sekitar kota 
sampai pinggiran kota. (BMKG Jayapura, 2013). 
Sebagai ibu kota Provinsi Papua dengan segala pembangunan yang 
dilakukan, Kota Jayapura menjadi “magnet” bagi suku-suku dari wilayah lain 
di Indonesia, berdatangan ke kota yang berulang tahun setiap 7 Maret. Suku 
Jawa, Makasar, Bugis, Toraja, Manado, Batak, Ambon, Madura dan 
seterusnya antara lain suku-suku bangsa yang ikut menambah jumlah 
penduduk dengan drastis setidaknya dalam satu dasa warsa ini. Selain itu 
dengan label “kota Pendidikan” maka telah membuat kota ini menjadi tujuan 
penduduk dari luar kota Jayapura untuk mencari pekerjaan dan juga 
menimba ilmu di beberapa lembaga perguruan tinggi yang ada di kota ini. 
(Bisnis-KTI.com-2 May 2012 :  Populasi penduduk Kota Jayapura tumbuh 
3,6% per tahun). 
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Berdasarkan data BPS dalam, “Jayapura Dalam Angka Tahun 2012”, 
bahwa jumlah penduduk kota Jayapura adalah 273.928 orang. Dan jumlah 
penduduk terbanyak berada di distrik Abepura yaitu 77.995 jiwa. Sedangkan 
jumlah penduduk terkecil yaitu 11.916 jiwa yang berada di wilayah distrik 
Muara Tami. 
 
Data Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
kekerasan dalam rumah tangga serta upaya penanggulangannya, maka perlu 
diketahui terlebih dahulu data-data tentang kekerasan dalam rumah tangga di 
Kota Jayapura. Maka penelitian ini hanya akan menyajikan data periode 2014 
- 2016.  
Bertolak dari aspek kriminologis serta beberapa pendapat yang telah 
dikemukakan oleh para pakar pada bab sebelumnya dalam kaitannya 
terhadap lokasi penelitian yang tentunya telah memberikan acuan dan 
kerangka berfikir bagi penulis, maka penulis juga menerangkan bahwa data 
Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jayapura yang penulis 
akan tinjau adalah data yang bersifat kuantitatif, yang diperoleh dari tiga 
instansi penegak hukum yang penulis sebutkan di atas dan penulis paparkan 
sebagai berikut : 
 
Data Polres Jayapura Kota.  
Dari hasil penelitian yang penulis peroleh dari Polresta Kota Jayapura 
Tahun 2014 sampai dengan 2016 tercatat jumlah kasus Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga khususnya yang di laporkan ke Polresta Kota Jayapura 
sebanyak 170 kasus. Dan dari 170 kasus tersebut, berdasarkan hasil 
pemeriksaan oleh pihak yang berwenang semuanya adalah bentuk 
kekerasan fisik. Untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengemukakan 
data-data yang dimaksud ke dalam bentuk tabel : Data Kasus Kejahatan 
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Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Jayapura,  Laporan Polisi Tahun 
2014 sampai dengan Tahun 2017 di jajaran  Polres Jayapura Kota. 
Pada tahun 2014 terdapat 75 (Tujuh Puluh Lima) kasus tindakan 
kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Polres Jayapura Kota. 
Dari jumlah tersebut, ada 59 (Lima Puluh Sembilan) kasus yang dapat 
diselesaikan dengan jalan damai (mencabut laporannya), dan selebihnya 
yaitu 16 (Enam Belas) kasus tindakan KDRT dilimpahkan ke pengadilan 
untuk proses hukum selanjutnya. 
Menurut data yang di diperoleh peneliti terkait KDRT di Wilayah 
Hukum Kota Jayapura pada tahun 2015, maka terdapat 54 (Lima Puluh 
Empat) kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres 
Jayapura Kota. Dari jumlah tersebut, 50 (Lima Puluh) diantaranya 
diselesaikan melalui jalan damai atau mencabut laporannya dan yang 
lainnya, yaitu 14 (Empat Belas) kasus dilimpahkan kepangadilan. Jika 
dibandingkan dengan kasus KDRT yang terjadi pada tahun 2014, yaitu 
sebanyak 75 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 54 kasus, maka terdapat 
penurunan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 38,8 % tahun 
2015. 
Terdapat 41 (Empat Puluh Satu) kasus KDRT kurun waktu Januari s.d. 
Desember 2016, hal menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan 
tindakan kriminal kekerasan dalam rumah tangga dari tahun-tahun 
sebelumnya. Dari 41(Empat Puluh Satu) kasus tersebut, 23 (Dua Puluh Tiga) 
kasus diantaranya diselesaikan dengan jalan damai, dan 18 (Delapan Belas) 
kasus dilimpahkan ke Pengadilan untuk diproses. Jika dibandingkan dengan 
tahun 2015, maka terjadi penurunan tindak kekerasan dalam rumah tangga 
yang cukup signifikan pada tahun 2016, yaitu 31,70% dari tahun sebelumnya. 
Maka jumlah keseluruhan perkara kekerasan dalam rumah tangga dari 
tahun 2014 sampai 2016 Unit PPA Polres Jayapura Kota mencapai 170 
(Seratus Tujuh Puluh) kasus di antaranya yang berhasil diselesaikan melalui 
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upaya jalan damai sebanyak 132 (Seratus Tiga Puluh Satu) kasus. 
Selebihnya yakni 48 (Empat Puluh Delapan) kasus dilanjutkan prosesnya ke 
pengadilan untuk diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan. 
 
Data Pengadilan Negeri Jayapura 
Jumlah keseluruhan perkara kekerasan dalam rumah tangga dalam 
kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016 
mencapai 20(Dua Puluh) kasus yang berhasil diputuskan di Pengadilan 
Negeri Jayapura. Dimana pada tahun 2014 terdapat 5 kasus KDRT yang 
diputus di Pengadilan Negeri Jayapura. Sedangkan pada tahun  2015, ada 7 
kasus yang diputus. Kemudian pada tahun 2016 terjadi 8 kasus KDRT yang 
telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jayapura. 
 
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya KDRT  
Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Kejahatan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga di Kota Jayapura, maka penulis melakukan 
wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Polres Jayapura Kota 
yaitu, Ibu IPDA Irene Aronggear, SH, selaku Kanit Pelayanan Perempuan 
dan Anak Polres Jayapura Kota (wawancara tanggal 5 Februari 2017), 
mengenai faktor-faktor penyebab Terjadinya Kejahatan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga di Kota Jayapura disebabkan oleh 4 faktor yakni : 
1. Faktor Budaya 
Faktor budaya Indonesia yang masih menganut budaya patriarkhi 
yang menggambarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Budaya 
patriarkhi melahirkan ketidak setaraan hubungan gender antara laki-laki 
dan perempuan.  
2. Faktor Ekonomi   
Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak 
terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah 
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dan sangat lemah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang kadang 
kala terbukti paling besar peranannya dalam memungkinkan timbulnya 
suatu kejahatan.  
3. Minuman Keras  
Minuman Keras merupakan salah satu penyebab timbulnya 
kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah 
tangga, dan apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat Kota Jayapura 
yang umumnya masih memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran 
rendah ditambah dengan budaya yang terbilang masih cukup kental, 
dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif 
pemecahan masalah  
4. Perselingkuhan 
Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap 
saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang 
mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang 
merasa tidak dihargai mencari pelampiasan misalnya salah satunya 
dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun 
memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga  
5. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa  
Posisi laki-laki sedemikian dominan seringkali menyebabkan dirinya 
menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, bahkan pada 
saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada 
seorang pun yang dapat menghalanginya. Karena perilakunya tersebut 
dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri 
mereka. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang mengakibatkan 
banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan penganiayaan.  
Dalam rumah tangga biasanya. merasa tertekan dan tersiksa, atas 
apa yang di deritanya dalam kehidupannya, sehingga dalam keadaan 
terdesak dan tersiksa ia terpaksa harus melakukan hal-hal yang 
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bertentangan dengan hukum ataupun kodratnya, misalnya kekerasan 
yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan atau 
bahkan pembunuhan dalam rumah tangganya sendiri.  
 
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT. 
Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, 
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 
rumah tangga.  
Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi 
laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarki. Dalam struktur dominasi 
laki-laki ini kekerasan seringkali digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan 
perbedaan pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas dan kadangkala 
untuk mendemontrasikan dominasi semata-mata. Kekerasan terhadap 
perempuan sering tidak dinggap sebagai masalah besar atau masalah sosial 
karena hal itu merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan 
orang lain tidak perlu ikut campur tangan.  
Perlindungan hukum adalah setiap usaha yang dilakukan oleh pihak-
pihak untuk menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan 
dalam bentuk fisik, psikologis, seksual dan kekerasan ekonomi. 
Pihak-pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi 
perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, bisa siapa saja misalnya 
dapat dilakukan oleh keluarga korban, tetangga korban, tokoh masyarakat, 
aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), lembaga sosial dan lain 
sebagainya.  
Dibawah ini akan diuraikan beberapa istrumen hukum yang dapat 
melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya. 
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1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat berbagai 
ketentuan-ketentuan tentang : 
a. Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan-
perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi 
yang melanggar larangan tersebut. 
b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk 
dapat dijatuhi sanksi pidana. 
c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh alat-
alat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana. 
Tujuan hukum pidana di Indonesia condong mengikuti perjalanan 
sejarah perkembangan penjatuhan hukuman dan pemidanaan pada 
umumnya. Artinya tujuan hukum pidana tidak terlepas dari system 
penjatuhan hukuman yang diterapkan pada pelaku. Dalam perjalanan 
sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat dihimbau sebagai berikut : 
a. Pembalasan (revenge) 
b. Penghapusan dosa (expiation) 
c. Menjerahkan (deterrent) 
d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (protection of the public) 
e. Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal)  
Dikalangan ahli hukum pidana, terjadi dalam memandang masalah 
tujuan hukum pidana ini, salah satu misalnya Baharuddin Lopa yang 
mengatakan “pada dasarnya tujuan hukum pidana ialah menegakkan 
keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat 
diwujudkan. Dalam hubungan ini, putusan-putusan hakim pun harus 
mengadung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Rakyat harus 
ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu 
sendiri. (Baharuddin Lopa dalam Abdul Wahid : 96). 
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Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum 
yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada 
KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP 
(penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 
KUHP (penganiayaan yang direncanakan, Pasal 354 KUHP 
(penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang 
direncanakan) dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak 
atau ibu (yang sah), isteri atau anak). 
Namun seringkali dalam praktek, para penegak hukum seringkali 
tidak responsive terhadap kepentingan perempuan atau melihat masalah 
ini secara umum Hal ini disebabkan karena : 
1. Persoalan ini dianggap sebagai masalah privat; 
2. Suami adalah pencari nafkah utama, agar anak dan keluarganya tidak 
terlantar, hakim tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara tetapi 
hanya menjatuhkan hukuman percobaan; 
3. Mayoritas isteri sangat tergantung, baik secara ekonomi dan secara 
emosional masih cinta kepada suaminya. 
2. Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) 
Selain hukum pidana, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan 
peraturan sighat taklik talak sesunggungnya juga memberikan 
perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau 
penganiayaan, dengan meminta kepada Pengadilan agar tidak serumah 
lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya. Selanjutnya dalam 
Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum 
perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami.  
3. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 
23 tahun 2004). 
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Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang 
termasuk dalm lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan 
dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(UU No. 23 tahun 2004) antara lain : 
1. Pasal 10, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan : 
a. perlindungan dari pihak kelurga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advocat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik 
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan 
dari pengadilan, 
b.   Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis 
c.  Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, 
d.  Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 
tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan  peraturan 
perundang-undangan, 
e. Pelayanan bimbingan rohani. 
2. Pasal 11 sampai dengan Pasal 15, berkaitan dengan kewajiban 
pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekeraasan 
dalam rumah tangga. 
3. Pasal 16 sampai dengan Pasal 38 ; bentuk-bentuk perlindungan bagi 
korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan oleh pihak 
kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
pembimbing rohani, advokat, dan pengadilan. 
4. Pasal 39 sampai dengan Pasal 43; hak korban untuk memperoleh 
pemulihan. 
5. Pasal 44 sampai dengan Pasal 49; merupakan ketentuan pidana yang 
memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan antara lain : 
1. a. kekerasan fisik; pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 
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  b. bila menimbulkan jatuh sakit atau luka berat; pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh ) tahun atau denda paling banyak Rp. 
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 
 c. bila mengakibatkan kematian; pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun atau denda Rp. 45.000.000,- (empat puluh 
lima juta rupiah). 
 d. bila kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan kegiatan sehari-hari; pidana penjara paling 
lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 
2. a. kekerasan psikis; pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). 
b. bila kekerasan psikis tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari; 
pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 
banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 
3. a. kekerasan seksual, dipidana penjara paling lama 12 (dua     
belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga 
puluh enam juta rupiah). 
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 
lingkup rumah tangga untuk tujuan komersil dan/atau tujuan 
tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 
12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan paling banyak 
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 
c. bila pemaksaan hubungan seksual itu mengakibatkan korban luka 
yang tidak akan sembuh sama sekali, gugur/matinya janin, tidak 
berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singat 15 
(lima belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau 
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denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 
4.  bila menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga dipidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 
15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 
Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-
subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
 
1. Perlindungan hukum Preventif 
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 
mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 
peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah 
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-
rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan 
kewajibannya. 
2. Perlindungan hukum Reprensif 
Perlindungan hukum reprensif merupakan perlindungan akhir 
berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman 
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku 
usaha melakukan pelanggaran. 
Dalam perlindungan preventif, istri korban kekerasan fisik mendapat 
perlindungan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara 
maupun berdasarkan penetapan pengadilan. 
Bahwa berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak 
mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara 
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maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan 
dengan penjelasan sebagai berikut: 
1. Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang 
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak 
memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan 
perintah perlindungan dari pengadilan.  
2. Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, 
melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga 
korban dan keluarga pelaku (mediasi), dan mendampingi korban 
ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam siding 
pengadilan (litigasi), melakukan koordinasi dengan sesama penegak 
hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan 
kemitraan). 
3. Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk 
perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang.  
4. Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam 
upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan 
sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan 
medis dan membuat visum et repertum atas permintaan penyidik 
kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang 
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti. 
5. Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk 
menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan 
informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, 
serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait.  
6. Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai 
hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan 
pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak 
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KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan 
secara psikologis dan fisik kepada korban. 
7. Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan 
penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman 




1. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah    tanggga yang terjadi di 
Kota Jayapura,  yaitu: faktor budaya, faktor minuman keras (miras), faktor 
ekonomi, faktor perselingkuhan. 
2. Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam 
rumah tangga di ataur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, 
antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang 
Perkawainan (UU No.1 Tahun 1974, dan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangg (UU No.23 Tahun 2004). 
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